PROSES BISNIS

DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MERANGIN




TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

TUGAS FUNGSI
Membantu Bupati 1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Dinas Penanaman Modal,
melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;

3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program
kegiatan di Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan
Pemerintahan
bidang Penanaman

Modal dan dan Tenaga Kerja;

Pelayanan 4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Dinas
Perizinan dan non Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
Perizinan dan 5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Bidang Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di
Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang
tugas dan fungsinya.

tugas pembantuan.



SASARAN

Mengembangkan
perekonomian daerah
berbasis sumberdaya

bidang pertanian, perikanan dan
pariwisata

Mewujudkan perekonomian
daerah berbasis sumberdaya
Pertanian dan pariwisata

Meningkatnya realisasi investasi

Mengembangkan
Sumber Daya Manusia
yang berdaya saing

Mewujudkan peningkatkan
kualitas sumberdaya
manusia

Meningkatnya Kesempatan Kerja dan
Perlindungan Tenaga Kerja




Kebijakan , Regulasi,
Usulan Top Down

Pemerintah

Permintaan, Informasi,
Konsultasi Dan Layanan
Masyarakat, Usulan
Bottomm Up/ Musrenbang

Permintaan, Informasi,
Konsultasi Dan Layanan
Masyarakat

Pihak Swasta /
Stakeholder / Dunia
Usaha

Informasi, Data Sebagai
Bahan Penyusunan
Kebijakan Lintas Sektor

OPD Lain
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Akuntabilitas / Laporan
(LKPJ, LKPJIP,
LPPD,CALK)

Pemerintah

Permintaan, Informasi,
Konsultasi Dan Layanan
Masyarakat, Usulan
Bottomm Up/ Musrenbang

Masyarakat

Layanan Perizinan
Penanaman Modal

Pihak Swasta /
Stakeholder / Dunia
Usaha

Informasi, Data, Sinergi
Implementasi Kebijakan
Lintas Sektor

OPD Lain




PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

MODAL 04.01
Insentif dan Kemudahan Berusaha

MODAL 04
Iklim Investasi

MODAL 04.02
Kualitas Layanan

MODAL 05

MODAL 05.01

Strategi Promosi, Promosi Investasi dan Kerjasama Investasi

Promosi Investasi

MODAL 06
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MODAL 06.01

Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal

=
o
c
(0]
©
c
@©
)
X
=
3]
o




PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

MODAL 04.01.01

MODAL 04.01.03
MODAL 04.01.02 MODAL 04.01.04

Peningkatan SDM

Penetapan_Kebuakan Penyediaan Pembuatan RUPM
Insentif dan Penyederhanaan Infrastruktur .
dan Peta Potensi
Kemudahan Prosedur Layanan Pendukung .
Investasi
Penanaman Modal Penanaman Modal
MODAL 04.02.01 MODAL 04.02.02 MODAL 04.02.03
Percepatan Layanan Berbasis Peningkatan Sarana Prasarana

Elektronik Layanan




Meningkatkan Kesempatan Kerja dan
Perlindungan Tenaga Kerja

Akuntabilitas / Laporan
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PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

TK 04.01
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Makro dan Mikro

TK 05.01
Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja

TK 06.01 TK 06.02
Pelayanan Antar Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
TK 07.01 TK 07.02
Pengesahan dan Pendaftaran Peraturan Perusahaan Pencegahan dan Penyelesaian
(PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perselisihan Hubungan Industrial
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